BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan
pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa yang kurang maksimal didalam
menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa, atau hubungan antara
Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa dalam pembentukan
peraturan desa yang kurang berjalan dengan baik. Musyawarah dan mufakat
yang dilakukan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam hal pembentukan peraturan desa, dimana tidak semuanya merupakan
wujud dari aspirasi masyarakat atau suara dari masyarakat, sehingga
hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam pembuatan
peraturan desa Benteng dengan mengacu pada tata cara pembuatan
peraturan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam hal ini perangkat desa
Benteng telah menerbitkan beberapa peraturan desa antara lain Peraturan
Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Benteng,
Rancangan Peraturan Desa Benteng Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

Anggaran 2019, dan peraturan terbaru tentang Peraturan Desa Benteng
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Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa
Benteng Tahun 2020. Masyarakat didesa Benteng dapat melaporkan kepada
perangkat desa atas suatu masalah yang sedang dihadapi di lapangan,
sehingga kepala desa dapat menyusun suatu rancangan peraturan desa yang
kemudian diserahkan dengan memperhatikan dampak yang akan
ditimbulkan. Jika dinilai menjadi dampak positif, maka perangkat desa
menyetujui rancangan peraturan desa dalam lembaran desa kemudian
tahapan terakhir pemerintahan desa dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) saja yang memberikan informasi peraturan desa tersebut
kepada seluruh masyarakat.

2. Banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja Badan Permusyawaratan
Desa di Desa Benteng dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut baik
faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat jalannya
peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya antara
lain tingkatan pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
masih rendah rata-rata lulusan SD, SMP, sarana dan prasarana operasional
penunjang kerja yang masih kurang memenuhi syarat, tidak adanya imbal
materi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan sebagai
masukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Badan

Permusyawaratan Desa dan masyarakat adalah sebagai berikut:
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1. Dalam pembahasan peran Badan Permusyawaratan Desa agar dapat
melibatkan seorang yang paham atau mengerti dalam bidang hukum dan
melibatkan masyarakat dalam pembahasan peraturan desa, aspirasi benar-
benar di perhatikan dan partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam
pembahasan, sehingga kedepannya produk hukum yang dihasilkan dapat
diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta pelaksanaannya
berjalan efektif. Masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif dalam
pencalonan dan pemilihan anggota sehingga dapat mengawasi kinerja
perangkat desa yang merupakan unsur pemerintahan paling rendah dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya agar terciptanya nilai
demokrasi yang ada di desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa maupun kepala desa benar-
benar bekerja secara optimal. Dalam terciptanya kerukunan, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
baik sehingga pelayanan pada masyarakat di desa dapat ditingkatkan.

2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan
Permusyawaratan Desa dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis
dalam penyusunan peraturan desa, kemudian meningkatkan sarana dan
prasarana terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan desa dengan
memberikan fasilitas khusus yang memadai seperti, kantor Badan
Permusyawaratan Desa, serta mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk
menambahkan anggaran operasional bagi anggota Badan Permusyawaratan

Desa.
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